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Abstract: Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan
masalah kemiskinan adalah dengan merancang Program Keluarga Harapan
(PKH). Pelaksanaan PKH diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam hal meningkatkan taraf kehidupan sosial ekonomi,
pendidikan, serta kesehatan terutama pada kelompok masyarakat miskin.
Tujuan dari penelitian ini adalah unutk mengetahui Implementasi PKH dan
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi PKH. Pendekatan
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitiannya menunjukan implementasi PKH di Desa
Tenga telah terlaksana secara efektif, sesuai dengan tujuan dan pedoman
pelaksanaan PKH. Dalam implementasi PKH terdapat proses sosialisasi dan
pendistribusian dana PKH serta mencakup bidang-bidang kehidupan manusia,
diantaranya bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Faktor
pendukungnya yaitu, dana bantuan, masyarakat, komunikasi dan komitmen
sedangkan faktor penghambatnya yaitu, ketepatan sasaran, ketepatan waktu,
kinerja pendamping dan lokasi.
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PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama
dari setiap negara di dunia, salah satunya
Indonesia. Karena kesejahteraan merupakan cita-
cita luhur dari founding father kita, yang tertuang
dalam Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 vyang mengamanatkan bahwa Negara
berkewajiban atau bertanggung jawab untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Namun dalam mencapai kesejahteraan
sosial tersebut negara Indonesia memiliki
beberapa hambatan salah satunya yaitu
kemiskinan. Kemiskinan merupakan
permasalahan sosial yang bersifat mendunia yang
diartikan sebagai kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak
dasarnya seperti, makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut (Rachma et al., 2022) kemiskinan
merupakan masalah yang kompleks dan
multidimensional yang tidak lagi dipahami hanya
sebatas ketidak mampuan ekonomi, tapi juga
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kegagalan memenuhi kebutuhan hak dasar. Hal
ini ditandai dengan adanya kerentanan, ketidak
berdayaan, keterisolasian, dan ketidak mampuan
untuk menyampaikan aspirasi yang berdampak
pada rendahnya status sosial ekonomi seseorang
ditengah masyarakat.

Berbagai upaya untuk  mengatasi
kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia yang diaplikasikan dalam wujud
kebijakan dan program-program, baik yang
bersifat langsung maupun tidak langsung. Namun
dalam pelaksanaannya program-program yang
dirancang dalam upaya mengurangi
permasalahan kemiskinan tersebut belum mampu
memberikan dampak yang besar sehingga sampai
saat ini tujuan dari pembanguanan nasional
terkait dengan masalah pemerataan dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat masih
menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh
karena itu dalam rangka ~meminimalisir
permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya
kemiskinan, pemerintah meluncurkan program
khusus yang diberi nama Program Keluarga
Harapan (PKH).
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PKH merupakan program pemerintah
yang dirancang untuk mempercepat penanganan
masalah kemiskinan dan telah dilaksanakan sejak
tahun 2007. PKH dicanangkan untuk membantu
masyarkat yang tergolong kedalam Rumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM) berupa bantuan
sosial bersyarat. Program ini diharapkan mampu
berkontribusi untuk mempercepat pencapaian
tujuan pembangunan milenium vyaitu seperti
pengurangan penduduk miskin dan kelaparan,
pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender,
pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan
pengurangan kematian ibu melahirkan.

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Menurut (Bachri, 2010) Penelitian kualitatif
adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,
peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,
persepsi, pemikiran orang secara individual
maupun kelompok. Dengan jenis penelitian
fenomenologi. Jenis penelitian fenomenologi
adalah cara untuk membedah sebuah fenomena
yang terjadi dengan teori dalam melakukan
elaborasi hasil temuan dengan pembahasan
penelitian. Penelitian fenomenologi merupakan
peneliti lapangan yang membutuhkan kejelian
dalam menganalisis fakta-fakta dan data-data
peneliti, yang mengetengahkan manusia secara
individu maupun kelompok. Fenomenologi
dipilih oleh peneliti dengan menjadikan objek
orang, lingkungan, program, proses, dan individu
di masyarakat atau unit sosial (Yusanto, 2020).
Informan dalam penelitian ini ada 9 orang
informan. Dengan teknik pengumpulan informan
menggunakan  tekni  purposive.  Menurut
Sugiyono (2009:85) yakni pengambilan informan
secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan
dan kriteria Sugiyono. Teknik pengambilan data
dalam peneltian ini adalah observasi, wawancara
dan dokumentasi. Pada teknik observasi peneliti
mengamati implementasi PKH di Desa Tenga.
Dalam teknik wawancara peneliti mengajukan
beberapa pertanyaan ke pada informan guna
mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam
penelitian ini. dalam teknik dokumentasi
dilakukan melalui gambar dan dokumen
penunjang penelitia. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah, reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) di Desa Tenga Kecamatan Woha
Kabupaten Bima

1. Tahapan Impelementas PKH

Implementasi merupakan tahapan yang
paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa
implementasi suatu kebijakan tidak dapat
berjalan sebagaimana mestinya. PKH merupakan
salah satu bentuk kebijakan publik (Nasarullah,

2022). Hal tersebut tertuang dalam Lampiran |

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2008. Dalam
implementasinya, PKH dilakukan melalui

beberapa tahapan yang terus berkesinambungan
sesuai pedoman umum pelaksanaan Program
PKH tersebut yang diputuskan oleh Pemerintah.
Tahapan dalam pelaksanaan PKH meliputi:
sosialisasi program dan Pendistribusian Dana
PKH.

a. Sosialisasi Program

Sosialisasi merupakan hal penting dalam
tercapainya suatu program atau kebijakan
Pemerintah. Sosialisasi tidak dapat terlepas dari
partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat
merupakan proses ketika warga mengambil peran
serta untuk ikut memengaruhi  proses
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan
kebijakan yang langsung memengaruhi hidup
mereka (Habibi, 2020).

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan
PKH, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan
sosialisasi PKH akan berpengaruh terhadap
partisipasi masyarakat untuk  mendukung
kebijakan penanggulangan kemiskinan yang
diwujudkan melalui PKH ini. Partisipasi
masyarakat ini memiliki beberapa tingkatan,
yakni  partisipasi  emansipatif,  partisipasi
kemitraan, partisipasi konsultatif, dan partisipasi
informatif, Melihat keempat tingkatan tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan PKH
di Desa Tenga menduduki tingkatan yang ke
empat dalam partisipasi. Hal tersebut
dikarenakan kebijakan berasal dari Pemerintah

yang  kemudian  diinformasikan  kepada
masyarakat.
Keberhasilan target sosialisasi yang

dilakukan oleh koordinator dan pendamping
PKH di Desa Tenga tidak terlepas dari strategi
pelayanan yang dijalankan untuk mencapai target
tersebut. Strategi pelayanan melalui sosialisasi
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PKH diperlukan agar sosialisasi dapat
berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil
penelitian, dapat dikatakan bahwa strategi
pelayanan yang dilakukan oleh Pedamping PKH
Desa Tenga sudah berjalan maksimal, terbukti
bahwa masyarakat yang awalnya sama sekali
tidak mengetahui informasi terkait dengan PKH,
setelah dilakukan sosialisasi akhirya mereka
memahi program PKH tersebut.

b. Pendistribusian Dana PKH

Proses distribusi diberikan kepada
peserta PKH Desa Tenga berdasarkan komponen
kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi
peserta yang telah ditetapkan empat tahap,
melalui sistem rekening. Proses distribusi dana
adalah penyaluran dana bantuan PKH vyang
disalurkan dari Rekening Pemberi Bantuan
Sosial ke Rekening Penerima Bantuan Sosial.
Pencairan dana PKH Desa Tenga dilakukan di
ATM BRI atau BANK BRI. KPM telah
menerima Kartu Keluarga Sejahtera yang
fungsinya sama dengan ATM pada umumnya.
KPM dapat mengambil uang bantuan sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan
instruksi Pendamping. Bantuan PKH diberikan
dalam bentuk uang non-tunai namun bersyarat,
peserta atau penerima akan mendapatkan haknya
apabila memenuhi kewajiban, dan inilah yang
membedakan PKH dengan program atau
bantuan-bantuan lainnya (Rahayu, 2022). Hal ini
terlihat dalam kerjasama pihak penanggulangan
kemiskinan dengan dinas pendidikan dan juga
kesehata.

Berdasarkan  hasil  penelitian ada
beberapa KPM yang menyalah gunakan bantuan
tunai yang diberikan PKH. Hal ini dilakukan oleh
beberapa peserta PKH Desa Tenga, Yyang
menggunakan dana PKH tersebut untuk
kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Jika hal ini
dikaitkan dengan teori kebijakan publik
Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino,
2012), dinyatakan kebijakan publik pada variabel
karesteristik kebijakan terdapat kejelasan isi
kebijakan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh
pembuat kebijakan haruslah mengandung konten
yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi
yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan
dan akan menghindarkan distorsi atau
penyimpangan dalam pengimplementasiannya.

2. Bidang-Bidang Implementasi PKH
Menurut Pedoman Umum PKH, peserta
PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus
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dipenuhi, khususnya kewajiban yang terkait
dengan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan
sosial.

a. Implementasi PKH di Bidang Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan hak
setiap orang yang dijamin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 yang harus diwujudkan dengan upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
stinggi-tingginya. Mengingat hal itu, PKH
mencoba memberi solusi kepada masyarakat
tidak mampu agar dapat mengakses fasilitas
kesehatan yang layak berupa Pemberian
Langsung Tunai dan penyediaan fasilitas
kesehatan berupa Puskesmas, Pustu, Posyandu
dan Bidan (Detty, 2016).

Implementasi PKH dibidang kesehatan
tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat miskin. Dalam sudut
pandang implementasi  Program  dengan
menggunakan pendekatan teori model Grindle
(Nugroh, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa
dengan adanya implementasi PKH di bidang
kesehatan untuk peserta PKH desa tenga
memberikan KPM prilaku hidup sehat dan
mengurangi angka kecenderungan kematian anak
dan meningkatnya angka kesehatan ibu dan bayi.
Penetapan persyaratan PKH bidang kesehatan
akan berimplikasi pada peningkatan jumlah
kunjungan di fasilitas kesehatan. Oleh karenya,
pemberian pelayanan kesehatan harus menjamin
ketersediaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan
seperti Vitamin A, Vaksin, tenaga kesehatan dan
lain-lain.

b. Implementasi PKH di Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah serangkaian usaha
untuk mengembangkan bangsa. Pengembangan
bangsa itu akan dapat diwujudkan secara nyata
dengan usaha menciptakan ketahanan nasional
dalam rangka mencapai cita-cita bangsa
(Ardiyanto, 2021). Tujuan pendidikan dalam
Undang-Undang  No.20  tentang  Sistem
Pendidikan ~ Nasional ~Pasal 3  adalah
mengembangkan potensi peseta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan
menjadi warga negara yang demokratis serta
betanggung jawab.

Adanya PKH sangat membantu keluarga
kurang mampu dalam menyekolahkan anak-
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anaknya. Dalam hal ini, PKH memprioritaskan
kepentingan pendidikan anak-anak dari keluarga
yang tidak mampu. Dalam sudut pandang
implementasi Program dengan menggunakan
pendekatan teori model Grindle (Nugroho,
2012), PKH telah hadir menjadi solusi mengenai
sulitnya anak-anak dari keluarga yang tidak
mampu untuk mengenyam pendidikan yang
layak.

Tujuan dari PKH di bidang pendidikan
adalah untuk meningkatkan taraf pendidikan
masyarakat kurang mampu dengan memberikan
fasilitas berupa layanan keuangan digital,
pengentasan anak buta huruf, penyediaan rumah
belajar dan mediasiasi anak untuk mendaftar ke
pendidikan formal, nonformal dan pendidikan
luar sekolah. Manfaat besar akan dapat dirasakan
olen masyarakat apabila Program Keluarga
Harapan (PKH) bidang pendidikan ini dapat
diimplementasikan dengan maksimal (Shofi,
2021).

Implementasi Program PKH di Desa
Tenga bidang pendidikan dapat dilihat
berdasarkan acuan yang tercantum dalam
Pedoman Umum Pelakasanaan PKH. Kewajiban
bidang pendidikan Peserta PKH yang memiliki
anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk
didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan
dasar (SD/ MI/ SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A
atau SMP/ MTs/ SMLB/ Salafiyah Wustha/ Paket
B termasuk SMP/ MTs terbuka). Kemudian,
mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari
hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun
ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang
berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah
dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan
dikenakan verifikasi bidang pendidikan. Peserta
PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan
belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka
diwajibkan anak tersebut didaftarkan/ terdaftar
ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler
(SD/ MI, atau SMP/ MTs, atau Paket A, atau
Paket B).

Anak peserta PKH yang bekerja atau
menjadi pekerja anak atau telah meninggalkan
sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka
anak tersebut harus mengikuti program remedial
yakni mempersiapkannya kembali ke satuan
pendidikan. Program remedial ini adalah layanan
rumah singgah atau shelter yang dilaksanakan
Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan
Kemenakertrans untuk pekerja anak. Adapun,
Peserta PKH yang tidak memenuhi komitmen
pendidikan, akan dikenai sanksi berupa
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pengurangan bantuan sebesar 10% dari bantuan
yang diterima setiap tahapan dengan ketentuan,
bahwa seluruh anggota keluarga Peserta PKH
selama tiga bulan berturut-turut tidak memenuhi
komitmen maka peserta PKH tidak dapat
menerima bantuan pada tahapan bantuan
tersebut.

Persyaratan yang ditetapkan untuk
komponen pendidikan dalam PKH adalah
mendaftarkan peserta didik (Enrollment) dan
memenuhi jumlah kehadiran (Attendance) yang
ditetapkan dalam program. Melalui persyaratan
untuk mengikuti pendidikan dasar, diharapkan
PKH akan meningkatkan angka partisipasi
pendidikan dan hal ini mendukung kebijakan
Pemerintah  Indonesia tentang percepatan
program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun. Dengan persyaratan kehadiran minimal
85%, diharapkan kualitas pendidikan akan
meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa
implementasi PKH di bidang pendidikan di Desa
Tenga, sudah berjalan secara maksima. Hal ini
dibuktikan dengan meningkatnya motivasi dan
minat sekolah anak yang ada di Desa Tenga.
Kondisi tersebut juga dibenarkan dengan melihat
presentasi kehadiran siswa peserta PKH yang
mencapai angka 85%, yang menjadi tolak ukur
kualitas pendidikan meningkat.

C. Implementasi PKH di
Kesejahteraan sosial

Program Keluarga Harapan Lansia
merupakan program perlindungan sosial yang
dibuat oleh kementerian Sosial dalam rangka
memutus rantai kemiskinan. Lansia yang berhak
mendapatkan bantuan PKH adalah lansia yang
telah berusia 70 tahun dan masuk ke dalam daftar
keluarga penerima manfaat (Hidayat, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa,
dengan adanya implementasi PKH dibidang
kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk para
lansia dan penyandang disabilitas para lansia
peserta PKH dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya, selain itu PKH ini mampu merubah
perilaku mereka untuk lebih peduli terhadap
kesehatan, serta dengan adanya PKH Lansia
mampu menumbuhkan kepedulian sosial para
keluarga yang merawat lansia miskin untuk
menjaga dan merawat para lansia yang menjadi
anggota keluarganya.

Bidang

B. Faktor Pendukung Dan
Implementasi PKH

Penghambat
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a. Faktor Pendukung
1. Dana Bantuan

Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun
2021, belanja bantuan sosial adalah upaya
pemerintah untuk melindungi masyarakat tidak
mampu atau miskin dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial melalui pengeluaran negara yang
ditujukan kepada masyarakat kategori miskin,
tidak mampu, atau rentan dan tidak untuk
dikembalikan kepada negara atau diambil
hasilnya berupa transfer uang, barang, atau jasa
dari Pemerintah Pusat/ Daerah dengan tujuan
meningkatkan ~ kemampuan ekonomi dan
mencapai kesejahteraan masyarakat agar dapat
hidup secara wajar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dana
bantuan yang disalurkan sesuai dengan prosedur
dan sasaran yang telah ditentukan untuk
masyarakat penerima bantuan PKH menjadi
faktor utama dalam keberhasilan PKH tersbut.
Karena hal ini menjadi penentu ketercapaian
tujuan PKH vyang menjadi harapan bagi
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin dalam segi ekonomi.

2. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penyaluran
bantuan sosial sangat dibutuhkan untuk dapat
mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang
sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah
ditetapkan dalam sebuah program bantuan sosial.
Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam
penyaluran bantuan sosial yaitu supaya tidak
terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga
tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat sesuali
dengan prinsip program bantuan sosial tersebut
(Prasetyo, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat
disimpulkan bahwa faktor utama yang menjadi
pendukung implementasi PKH di Desa Tenga
adalah masih mudahnya masyarakat peserta PKH
untuk dikumpulkan oleh pendamping. Sehingga
program tersebut berjalan dan dilaksanakan
sebagaimana aturan yang sudah di tetapkan
dalam pedoman PKH vyang akhirnya
direalisasikan dengan baik. Dan hal tersebut yang
mampu membuat PKH ini mencapai tujuanyang.
Yang dimana tujuan PKH adalah mengurangi
angka dan memutus rantai kemiskinan,
meningkatkan kulitas sumber daya manusia, serta
merubah prilaku RTSM yang relatif kurang
peningkatan kesejahteraan di Desa Tenga.

3. Komunikasi
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Setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-
hari tidak terlepas dengan yang namanya
komunikasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
Komunikasi tersebut bukanlah sembarangan
mengeluarkan atau melakukan verbal maupun
nonverbal saja, melainkan diperlukan metode
komunikasi sehingga tujuan kita tertuju berjalan
sesuai yang kita inginkan (Sari Indah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa
pendamping PKH dalam membangun
komunikasi dengan masyarakat menggunaka
metode strategi yang sudah di rancang agar
efektif bagi masayarakat. Pendamping PKH
menggunakan strategi dengan cara mendatangi
langsung dimana Penerima bantuan PKH
bertempat  tinggal atau juga dengan
mengumpulkan para penerima bantuan PKH di
satu tempat salah satunya yaitu kantor Desa
Tenga. Informasi yang di sampaikan oleh
pendamping berisikan informasi tentang hal-hal
baru seputar PKH dan juga berupa arahan terkait
hak dan kewajiban penerima bantuan PKH yang
harus mereka penuhi salah satunya yaitu
mempergunakan dana bantuan PKH
sebagaimana mestinya.

4. Komitmen

Menurut (Indah Sari, 2020) Keberhasilan
implementasi PKH tidak terlepas dari faktor
pendukung program ini yaitu adanya koordinasi
yang bagus dari aktor yang terlibat. Aktor
tersebut meliputi perangkat desa, di bidang
pendidikan yaitu guru/wali kelas yang harus
melakukan absensi rutin agar partisipasi siswa
dalam kegiatan belajar mengajar dapat terpantau,
sedangkan di bidang kesehatan yaitu bidan desa
yang berada didesa lokasi peserta PKH menetap.

Berdasarkah hasil penelitian bahwa,
komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam
implementasi peleksanaan PKH inilah yang
menjadi indikato pendukung keberhasilan
pelaksanaan PKH, yaitu untuk meningkatkan
taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui
akses layanan pendidikan, kesehatan, dan
kesejahteraan  sosial, mengurangi  beban
pengeluaran dan meningkatkan pendapatan
keluarga miskin dan rentan, menciptakan
perubahan perilaku dan kemandirian keluarga
penerima manfaat dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan
sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
dan mengenalkan manfaat produk dan jasa
keuangan formal kepada KPM.


https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706

Wardani et al., (2023). Jurnal lImiah Profesi Pendidikan, 8 (4): 2189 — 2196

DOI: https://doi.org/10.29303/jipp.v8i4.1706

b. Faktor Penghambat
1. Ketepatan sasaran

Tepat sasaran yaitu dilihat dari Adanya
kesesuaian sasaran program dengan tujuan yang
telah  ditentukan. Program yang telah
dilaksanakan harus ditujukan kepada sasaran
yang kongkret, sehingga proses pelaksanaan
program dapat berjalan dengan efektif. PKH
hanya diberikan kepada rumah tangga miskin
yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan,
dan kesejahteraan sosial (Sari Indah, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa
pelaksanaan PKH di Desa Tenga terdapat
penyimpangan yaitu adanya masyarakat yang
dulunya menjadi peserta PKH namun sekarang
kondisinya sudah membaik secara ekonomi
tetapi masih terdaftar sebagai peserta PKH.
Terkait hal ini, pendamping PKH maupun dari
Dinas Sosial tidak bisa menghapuskan data
tersebut sebagai peserta PKH karena data
tersebut diperoleh dari BPS yang kemudian
diolah oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) lalu
diserahkan kepada kementrian Sosial, sehingga
pendamping maupun Dinas sosial tidak memiliki
kewenangan untuk menghapus atau
mengeluarkan peserta PKH.

2. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu dalam pencairan dana
bantuan PKH sangat penting, mengingat
pencairan dana bantuan sosial harus sesuai
dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
Masing-masing stakeholders harus menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan,
sehingga pencairan dana PKH dapat tersalurkan
tepat waktu. Peran masing-masing stakeholders
memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan PKH
agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien
(Sari Inda, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, adanya
keterlambatan pencairan dana PKH di Desa
Tenga diakibatkan oleh beberapa faktor seperti,
masih sedikitnya jumlah pendamping, dan
pencairan dana PKH yang terkadang tidak sesuia
aturan yang dimana seharusnya pencairan
pertahap namun terkadang bisa menjadi
pencairan sekaligus. Namun, untuk selanjutnya
sudah relatif stabil tetapi belum bisa dikatakan
tepat waktu karena jadwal pencairannya tidak
selalu pada tanggal yang sama setiap 3 bulannya.
dapat dikatakan bahwa pencairan dana bantuan
dari Program Keluarga Harapan masih belum
efektif dan bisa dikatakan tidak tepat waktu.

2194

Dengan adanya permasalahan seperti ini, banyak
dari masyarakat yang tidak terima apabila terjadi
kemoloran pencairan dana bantuan PKH tersebut.

3. Kinerja Pendamping

Menurut (Surrahmawati, 2016) kinerja
adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja untuk
setiap organisasi merupakan standar yang terukur
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh
suatu organisasi. Kinerja merupakan suatu hal
yang penting agar dapat mengetahui sejauh mana
tujuan organisasi dapat tercapai dalam kurun
waktu tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak
adanya pendamping PKH vyang intens
mendampingi  para peserta PKH untuk
melakukan transformasi perubahan kesejahteraan
menyebabkan tidak terkontrolnya pengeluaran
belanja yang digunakan oleh peserta PKH,
sehingga kerap dana PKH dibelanjakan di luar
ketentuan yang dipersyaratkan dalam Program
PKH. Namun disisi lain pendamping PKH
memiliki  kontribusi yang besar dalam
menyampaikan informasi kepada peserta PKH.
Karena pada saat melakukan pertemuan
pendamping tidak hanya memberikan informasi
mengenai  waktu pencairan, akan tetapi
pendamping PKH juga menyampaikan hasil
seminar yang diikuti kepada penerima PKH
sehingga peserta PKH mendapatka pembaharuan
informasi mengenai program tersebut.

Lokasi

Lokasi tempat tinggal pendamping PKH
menjadi salah satu faktor penghamabta dalam
implementasi PKH. Karena hal ini dapat
mempengaruhi keterlambatan informaasi yang
ingin disampaikan oleh pendamping PKH kepada
peserta PKH. Berdasarkan hasil penelitian bahwa
lokasi tempat tinggal pendamping PKH yang
berada di Desa lain menyebabkan keterlambata
penyampaian informasi dan  menyulitkan
pendampingan sehingga penggunaan dana PKH
terkadang tidak tepat sasaran. Di Desa Tenga
jumlah binaan peserta penerima PKH tidak setara
dengan jumlah pendamping yang ada di Desa
Tenga, ditambah dengan jangkauan mereka
terhadap setiap KPM tidak berada dalam satu
lingkungan yang sama Hal ini tentunya menjadi
kendala tersendiri bagi para Pendamping Sosial
untuk mendampingi KPM di Desa Tenga. Selain

4.
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dikarenakan mereka harus menuju ke tempat
tinggal KPM dengan transportasi sendiri, mereka
kadang juga harus mengeluarkan uang lebih
untuk biaya transportasi apabila uang transportasi
mereka tidak dicairkan dengan segera.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian
maka dapat di simpulkan bahwa, dalam proses
implementasi PKH melewati beberapa tahapan
dan mencakup beberapa bidang kehidupan
manusia. Adapun tahapan dalam proses
implementasi PKH yaitu, sosialisasi program dan
pendistribusian dana PKH. Sedangkan bidang
cakupannya diantaranya adalah, bidang
kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Pada proses implementasinya PKH tidak terlepas
dari faktor pendukung dan penghambat. Adapun

faktor pendukungnya yaitu, dana bantuan,
masyarakat, komunikasi, dan komitmen.
Sedangkan  faktor penghambatnya vaitu,
ketepatan sasaran, ketepatan waktu, Kinerja
pendamping, dan lokasi.
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